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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARATENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun
1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6
Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana
telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.
12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan
PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP
No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Sumut No. 8
Tahun 2022; Perda Sumut No. 13 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Gubernur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan
belanja daerah provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024 meliputi
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp. 14.634.905.519.358,00 yang bersumber dari pendapatan asli
daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.200.000.000.000,00.
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.200.000.000.000,00. Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29
Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 29 Desember 2023;
- Lampiran : -



